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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisa data, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa 

terkait kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa berbasis pro 

poor budget, belum dapat terealisasi dengan baik dalam APBDes karena secara 

spesifik tidak ada pro poor budget yang diperuntukkan bagi keluarga yang paling 

miskin di desa. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa tingkat 

pendidikan yang tinggi tidak otomatis merumuskan anggaran yang pro poor budget. 

Pemerintah desa dan BPD sudah diberikan pelatihan terkait pelatihan cara 

pengelolaan keuangan desa serta pelatihan komputer. Akan tetapi, melihat kenyataan 

aparat Pemerintah Desa Golo Meni kurang bekerja maksimal terkait merumuskan 

anggaran yang pro poor budget. Terkait data tentang orang yang paling miskin di 

Desa Golo Meni, menunjukkan bahwa ada sebanyak 289 orang yang dikategorikan 

sebagai yang paling miskin, juga lebih diperparah lagi ketika tidak ada satupun 

anggaran yang khusus untuk orang yang paling miskin sehingga berdampak pada 

meningkatnya angka kemiskinan di desa. 

2. Inisiatif Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Merumuskan dan Merancang Anggaran Yang Pro Poor Budget 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa 

responden dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa dan BPD tidak memberikan 

usulan terkait orang yang paling miskin. Akan tetapi, masyarakat telah memberikan 
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usulan dan saran terkait anggaran yang Pro Poor Budget. Ditemukan bahwa tidak 

adanya kesetaraan gender dikarenakan tidak adanya inisiatif untuk kepentingan kaum 

perempuan. Usulan lebih banyak untuk kepentingan kaum laki-laki sedangkan kaum 

perempuan tidak dipedulikan. Oleh karena itu, kaum perempuan harus berjuang 

untuk mengaspirasikan kepentingan mereka baik di tingkat musdus sampai 

musrenbangdes.  

3. Keterlibatan Orang Yang Paling Miskin dan Janda Dalam Anggaran Yang 

Pro Poor Budget 

 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa 

responden dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa sudah mengeluarkan surat 

berupa undangan kepada masyarakat guna untuk mengadakan pertemuan terkait 

dengan akan diadakannya perencanaan dan menyususn musrenbangdes. Melihat 

kenyataan bahwa orang yang paling miskin, para janda ikut terlibat serta 

memberikan masukan dan saran. Akan tetapi, usulan yang diberikan tidak 

terakomodir atau terealisasi karena alokasi anggaran tidak begitu besar terkait 

pemberdayaan masyarakat. 

4. Pelatihan Dari Pemerintah Supra Desa (Kecamatan) 

 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa responden 

di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah supra desa (Kecamatan) 

sudah pernah menyelenggarakan pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek) bagi 

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Meni terkait 

dengan pro poor budget. Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola 

keuangan desa berbasis pro poor budget. Akan tetapi, kegiatan pelatihan tersebut 

tidak terlalu efektif karena hanya satu kali dan tidak ada rencana tindak lanjut 
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kegiatan tersebut. Ini yang menyebabkan kegalauan dan dilema terlebih bagi aparat 

desa dalam mengelola keuangan. 

B. Saran/Rekomendasi 

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan : 

1. Pemerintah supra desa (Kecamatan) perlu melakukan pengembangan 

kapasitas terhadap Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD)  melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis sehingga memiliki 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang cara penyusunan 

anggaran yang lebih pro poor budget.  

2. Proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara partisipatif. 

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus 

melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama orang yang paling 

miskin. Kaum miskin dan perempuan mempunyai voice (suara), akses 

dan kontrol dalam kebijakan anggaran mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi.  

3. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus 

mempunyai inisiatif. Terlebih khusus inisiatif untuk kepentingan kaum 

perempuan. Terkait inisiatif dari masyarakat, Pemerintah desa harus 

bersikap pro aktif dalam mendukung dan mengaspirasikan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang dikategorikan paling 

miskin dalam mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat demi 

terciptanya pembangunan yang merata.  

4. Pemerintah Kabupaten (Kecamatan) terus melakukan pelatihan dalam 

rangka penguatan kelembagaan di tingkat desa terutama yang berkaitan 

pengelolah keuangan desa untuk mengatur dan mengelola dana desa 
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tersebut sehingga tidak melanggar mekanisme yang ada. Dan juga 

diperlukan adanya kebijakan awal seperti pro-poor policy (kebijakan 

umum yang memihak pada orang miskin), pro-poor institutions (adanya 

institusi-institusi – khususnya institusi pemerintah – yang memihak orang 

miskin), dan yang lebih penting lagi adalah adanya pro-poor government 

(pemerintahan yang memihak orang miskin). Tanpa adanya pra-syarat 

kebijakan seperti ini, sulit mengharapkan pemerintah (daerah) untuk 

mempunyai kebijakan anggaran yang bersifat pro poor.  

5. Perlu dibentuk sebuah wadah/pengorganisasian dari kaum perempuan 

terlebih khusus para janda. Dengan demikian, dengan melihat kekuatan, 

tekad yang sama dari kelompok para janda Pemerintah desa akan 

membuka mata sehingga kepentingan mereka dapat terakomodir.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

Jenis Kelamin   : 

Umur   : 

Agama   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan   : 

Alamat   : 

Asal   :  

II. DAFTAR PERTANYAAN 

 Bagi Aparat Pemerintah Desa 

1. Apakah bapak sudah mengikuti jenjang pendidikan formal ? 

2. Apakah bapak berpendidikan nonformal ? 

3. Menurut bapak, jika berpendidikan nonformal, apa saja bentuk kegiatan yang 

diikuti dalam anggaran yang pro poor budget ?  

4. Menurut bapak, apakah ada usulan, saran dari bapak ketika mengadakan 

kegiatan yang pro poor budget ? 

5. Bagaimana cara/metode yang digunakan bapak untuk melibatkan masyarakat 

dalam proses perencanaan dan menyusun musrembangdes ? 

6. Menurut bapak, apakah dalam penyusunan anggaran yang pro poor budget 

masyarakat dilibatkan semua ? 

7. Menurut bapak, apa saja jenis pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah 

supra desa (kecamatan) dalam anggaran yang pro poor budget ? 

 Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
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1. Apakah bapak sudah mengikuti jenjang pendidikan formal ? 

2. Apakah bapak berpendidikan nonformal ? 

3. Menurut bapak, jika berpendidikan nonformal, apa saja bentuk kegiatan yang 

diikuti dalam anggaran yang pro poor budget ?  

4. Menurut bapak, apakah ada usulan, saran dari bapak ketika mengadakan 

kegiatan yang pro poor budget ? 

5. Bagaimana cara/metode yang digunakan bapak untuk melibatkan masyarakat 

dalam proses perencanaan dan menyusun musrembangdes ? 

6. Menurut bapak, apakah dalam penyusunan anggaran yang pro poor budget 

masyarakat dilibatkan semua ? 

7. Menurut bapak, apa saja jenis pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah 

supra desa (kecamatan) dalam anggaran yang pro poor budget ? 

 Bagi Masyarakat 

1. Menurut bapak/ibu, apakah Pemerintah Desa dan BPD sudah berpendidikan 

formal ? 

2. Menurut bapak/ibu, apakah ada usulan, saran dari masyarakat ketika 

mengikuti kegiatan anggaran yang pro poor budget ? 

3. Bagaimanakah cara Pemerintah Desa dan BPD untuk melibatkan masyarakat 

dalam mengikuti perencanaan dan penyusunan anggaran yang pro poor 

budget ? 

4. Apakah dalam proses perencanaan dan penyusunan masyarakat pernah 

dilibatkan dalam anggaran yang pro poor budget ? 

5. Menurut bapak/ibu, apa saja jenis-jenis pelatihan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kecamatan terhadap Pemerintah Desa dan BPD dalam anggaran 

yang pro poor budget ?   
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CATATAN : 

Pedoman wawancara ini akan berkembang sesuai dengan jawaban yang disampaikan 

para responden. Terdapat kemungkinan adanya pertanyaan ikutan pada setiap 

pertanyaan dasar. 
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